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Abstrak: Kasus hilangnya koper milik Yonnis Fendri dalam penerbangan Lion Air dari Bandar Lampung ke Padang pada 

25 November 2022 menjadi sorotan penting dalam perlindungan konsumen di sektor transportasi udara Indonesia. 

Penelitian ini menganalisis sengketa ganti rugi yang diajukan Yonnis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Padang setelah Lion Air menawarkan kompensasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 

2011 yang dianggap tidak mencerminkan kerugian sebenarnya. Metode yang digunakan adalah studi kasus hukum 

dengan pengkajian putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Padang. Hasil penelitian menemukan bahwa BPSK mewajibkan 

Lion Air membayar ganti rugi sebesar Rp 39,9 juta, meliputi unsur materiil dan immateriil, yang kemudian dipastikan 

kembali oleh pengadilan meski maskapai telah mengajukan banding. Keputusan ini menegaskan bahwa kompensasi di 

luar batas maksimal regulasi dapat dibenarkan demi keadilan substantif konsumen. Kasus ini memberikan preseden kuat 

yang memperkuat perlindungan hak konsumen dan mendorong peningkatan standar tanggung jawab maskapai dalam 

mengganti kerugian penumpang. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Sengketa Ganti Rugi, Hilangnya Bagasi, Kompensasi Penerbangan, BPSK 

Abstract: The case of Yonnis Fendri’s lost suitcase during a Lion Air flight from 

Bandar Lampung to Padang on November 25, 2022, draws significant attention to 

consumer protection in Indonesia’s air transportation sector. This study examines the 

compensation dispute Yonnis filed with the Consumer Dispute Resolution Agency 

(BPSK) in Padang after Lion Air offered compensation based on Minister of 

Transportation Regulation No. 77 of 2011, which was considered insufficient to cover 

the actual loss. Using a legal case study method, the research analyzes decisions from 

BPSK and the Padang District Court. The results show that BPSK ordered Lion Air 

to pay compensation amounting to IDR 39.9 million, covering material and immaterial 

damages. This decision was upheld by the court despite the airline’s appeal. The ruling 

emphasizes that compensation exceeding the regulatory maximum can be justified to 

ensure substantive justice for consumers. This case sets a vital precedent that 

strengthens consumer rights and encourages airlines to improve their liability 

standards in compensating passenger losses. 

Keywords: Consumer Protection, Compensation Dispute, Lost Baggage, Airline 

Liability, Consumer Dispute Resolution

 

Pendahuluan 

Pesawat terbang merupakan moda transportasi vital yang menghubungkan berbagai 

daerah, baik di dalam negeri maupun lintas negara, sehingga layanan penerbangan 

memegang peranan penting dalam mobilitas manusia dan barang. Seiring perkembangan 

zaman, kebutuhan layanan penerbangan semakin meningkat tidak hanya untuk 

penumpang, tetapi juga untuk pengangkutan barang bawaan penumpang. Oleh karena itu, 

maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin layanan yang 
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aman, nyaman, dan melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam hal pengangkutan 

bagasi penumpang. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab maskapai, penyelesaian sengketa 

kehilangan bagasi masih menyisakan persoalan terkait keadilan dan kepastian hukum bagi 

konsumen. (Saputra et al., 2025). Tetapi penyelesaian sengketa sering kali tidak optimal dan 

konsumen tidak memperoleh kompensasi yang memadai atas kerugian yang dialaminya. 

(Nugraha & Marwanto, 2024) Temuan serupa disampaikan oleh, yang mengungkap adanya 

ketidakharmonisan antara ketentuan normatif dan implementasi penanganan keluhan 

konsumen di lapangan.  

Di sisi yang lain, beberapa peneliti menilai bahwa besaran tanggung jawab maskapai 

yang dibatasi oleh peraturan justru memberikan kepastian dan mengurangi risiko 

operasional maskapai (Turisno & Suharto, 2016), sehingga memunculkan perbedaan 

pandangan terkait sejauh mana tanggung jawab harus dibebankan kepada maskapai 

penerbangan. 

Dengan demikian, terdapat ruang diskusi akademik yang kontroversial: apakah 

besaran dan bentuk tanggung jawab maskapai saat ini telah memberikan perlindungan 

yang adil bagi konsumen, ataukah justru memberikan batas perlindungan yang minimum 

dan kurang responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa penerbangan modern. Hal ini 

menjadi relevan mengingat kompleksitas layanan penerbangan saat ini melibatkan banyak 

proses teknis, otoritas bandara, serta pihak ketiga yang tidak selalu berada dalam kendali 

penuh maskapai. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi tanggung jawab maskapai 

penerbangan terhadap kehilangan bagasi penumpang dalam perspektif hukum 

perlindungan konsumen di Indonesia, dengan fokus studi kasus pada Lion Air. Penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan 

praktik implementasi serta mengusulkan langkah perbaikan kebijakan agar perlindungan 

konsumen lebih efektif. 

Kesimpulan utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai relevansi, efektivitas, dan keadilan tanggung jawab 

maskapai penerbangan dalam menangani kehilangan bagasi, serta menawarkan 

rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan baik pembuat 

kebijakan, pelaku industri, maupun konsumen dalam menciptakan ekosistem layanan 

penerbangan yang lebih akuntabel dan berpihak pada keadilan konsumen. 

Metodelogi 

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu 

penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab PT Lion Mentari sebagai maskapai 

penerbangan dalam kasus kehilangan koper penumpang. 
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Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penerbangan dan perlindungan konsumen, khususnya ketentuan mengenai 

tanggung jawab maskapai penerbangan. Selain itu, penulisan ini didukung oleh bahan 

hukum berupa buku dan literatur hukum yang relevan. 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

dengan menafsirkan dan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan 

dengan permasalahan kehilangan koper penumpang. Hasil analisis tersebut digunakan 

untuk menarik kesimpulan secara deduktif mengenai tanggung jawab hukum PT Lion 

Mentari. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Kesesuaian Kewajiban Ganti Rugi Lion Air atas Kehilangan Koper Penumpang dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen 

Kewajiban ganti rugi Lion Air terhadap kehilangan koper penumpang pada 

dasarnya menimbulkan perdebatan antara penerapan aturan administratif dan 

perlindungan hukum substantif bagi konsumen. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 77 Tahun 2011 mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap 

kehilangan maupun kerusakan bagasi penumpang. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan 

bahwa pengangkut wajib memberikan ganti rugi sebesar Rp 200.000 per kilogram bagasi 

dengan batas maksimal Rp 4.000.000 per penumpang. Ketentuan ini bertujuan memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum kepada penumpang dalam hal kehilangan bagasi 

tercatat saat penerbangan. (Permenhub RI No. 77/2011, Pasal 5 ayat (1)) 

Dalam kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Padang, Hakim memutuskan 

Lion Air wajib membayar ganti rugi sebesar Rp39,9 juta kepada penumpang yang 

kehilangan koper. Meskipun demikian, batas maksimal ganti rugi ini tidak selalu 

memenuhi kebutuhan penumpang yang kadang mengalami kerugian lebih besar dari 

nominal tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum tambahan yang menjamin hak 

konsumen untuk memperoleh kompensasi yang adil dan proporsional sesuai kerugian 

yang dialami. (UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen) Hak atas informasi yang 

benar dan sesuai juga menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen, sehingga 

maskapai wajib memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme klaim ganti rugi. 

Kasus Lion Air yang kehilangan koper penumpang dan menghasilkan putusan 

Pengadilan Negeri Padang yang menjatuhkan denda melebihi batas maksimal Permenhub 

menunjukkan penerapan prinsip perlindungan konsumen yang lebih luas. Putusan 

tersebut merefleksikan inklusivitas hukum yang tidak hanya berdasarkan regulasi teknis, 

melainkan juga memperhatikan keadilan substantif dalam memberikan perlindungan 

kepada penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan udara. (Saputra, 2023) 

Implementasi kewajiban ganti rugi yang mengacu pada kedua regulasi tersebut 

menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan penerbangan 

di Indonesia. Maskapai penerbangan harus menyesuaikan standar kompensasi dan 
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prosedur klaim agar sesuai dengan harapan perlindungan konsumen sekaligus memenuhi 

ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan.  

 

Perluasan Tanggung Jawab Maskapai melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang 

Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam kasus hilangnya koper penumpang Lion 

Air memberikan perluasan signifikan terhadap tanggung jawab maskapai atas kerugian 

yang dialami penumpang. Dalam putusannya, PN Padang menolak keberatan Lion Air 

yang ingin membatasi ganti rugi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 

2011, dan memutuskan denda sebesar Rp 39,9 juta mencakup ganti rugi materiil dan 

immateriil sebagai bentuk keadilan bagi penumpang. 

Putusan ini menguatkan hasil arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Padang dan menegaskan bahwa batas maksimal ganti rugi menurut aturan 

teknis tidak dapat mengesampingkan hak perlindungan konsumen yang lebih luas yang 

dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. PN Padang menilai kewajiban 

maskapai harus diperluas untuk mempertimbangkan kerugian riil dan dampak immateriil 

yang dialami oleh penumpang. (Alberik, 2023) 

Perluasan tanggung jawab ini memperlihatkan sikap pengadilan dalam 

memprioritaskan perlindungan konsumen dalam sektor jasa publik seperti penerbangan, 

menuntut maskapai untuk tidak hanya berpegang pada batas kompensasi minimal tetapi 

juga memberikan ganti rugi yang adil dan wajar atas kerugian yang dialami penumpang. 

Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting untuk kasus serupa di masa 

depan, menegaskan perlunya standar kompensasi yang lebih manusiawi dan menyeluruh 

dari maskapai dalam menghadapi klaim kehilangan bagasi (Hendra, 2023). 

 

Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Menetapkan Ganti Rugi Melebihi Ketentuan 

Permenhub 

Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang menetapkan denda sebesar Rp 39,9 juta 

atas kasus hilangnya koper penumpang Lion Air dengan dasar hukum yang tidak hanya 

mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, tetapi juga Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Majelis hakim menolak 

pembatasan ganti rugi sesuai batas maksimal ketentuan Permenhub dengan alasan bahwa 

perlindungan konsumen harus berlaku lebih luas dalam menjamin hak-hak penumpang 

sebagai konsumen jasa penerbangan. 

Pengadilan menegaskan bahwa tanggung jawab maskapai penerbangan melampaui 

ketentuan administratif dalam Permenhub, terutama dalam hal kompensasi atas kerugian 

nyata yang dialami penumpang, baik materiil maupun immateriil. Hal ini dimotivasi oleh 

tuntutan keadilan substantif dan itikad baik pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi 

yang layak sesuai dengan kondisi faktual kerugian.  

Putusan ini memperkuat peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Kota Padang, yang sebelumnya telah memberikan putusan serupa dan menjadi dasar bagi 

majelis hakim untuk menetapkan denda di atas batas yang ditentukan Permenhub. Sikap 

pengadilan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada maskapai agar lebih 
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bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen penerbangan di 

Indonesia. (Hendra, 2023) 

 

Perlindungan Hukum bagi Penumpang atas Kehilangan Bagasi dalam Pengangkutan 

Udara di Indonesia 

Perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami kehilangan bagasi 

merupakan  implementasi dari prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum 

penerbangan.Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, serta Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Berdasarkan Permenhub No. 77/2011, maskapai penerbangan bertanggung jawab 

mengganti  kerugian akibat kehilangan atau kerusakan bagasi tercatat dengan ketentuan 

Rp200.000 per kilogram, dengan batas maksimal Rp4.000.000 per penumpang. (Permenhub 

RI No. 77/2011, Pasal 5 ayat (1)) Aturan ini bersifat administratif dan menetapkan standar 

minimal kompensasi yang wajib dipenuhi oleh maskapai. Namun, UUPK memberikan 

perlindungan yang lebih luas, karena menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh 

ganti rugi yang seimbang dengan kerugian nyata yang dialami, baik materiil maupun 

immateriil. 

Putusan Pengadilan Negeri Padang terhadap Lion Air (Nomor 46/Pdt.Sus-

BPSK/2022/PN Pdg)  menjadi contoh nyata bagaimana perlindungan hukum dapat 

diperluas. Dalam kasus tersebut, koper milik penumpang hilang, dan maskapai hanya 

bersedia mengganti sesuai batas Permenhub. Namun, PN Padang menolak keberatan Lion 

Air dan menetapkan ganti rugi sebesar Rp39,9 juta, terdiri atas Rp9,9 juta kerugian materiil 

dan Rp30 juta kerugian immateriil. Majelis hakim menilai bahwa maskapai tidak dapat 

hanya berlindung pada batas sektoral, melainkan harus tunduk padaasas-asas 

perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam UUPK, yang mencakup kewajiban 

untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan transparan kepada penumpang. 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dalam konteks ini dapat 

dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu Perlindungan preventif, berupa kewajiban 

maskapai untuk memberikan informasi yang jelas mengenai ketentuan bagasi, termasuk 

risiko kehilangan, batas tanggung jawab, dan prosedur klaim. dan Perlindungan represif, 

berupa hak penumpang untuk menuntut ganti rugi melalui BPSK atau gugatan perdata ke 

pengadilan jika maskapai lalai atau menolak tanggung jawab. 

Dengan adanya putusan PN Padang, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum 

bagi penumpang tidak hanya terbatas pada kompensasi administratif sesuai Permenhub, 

tetapi juga menjangkau keadilan yang lebih substantif dengan memperhitungkan kerugian 

immateriil. Hal ini menunjukkan adanya penguatan posisi konsumen dalam sengketa 

transportasi udara, serta menegaskan bahwa maskapai wajib menempatkan kepentingan 

penumpang sebagai prioritas utama. 
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Implikasi Putusan PN Padang terhadap Praktik Pengangkutan Udara di Indonesia 

Putusan Pengadilan Negeri Padang yang menghukum Lion Air untuk membayar 

ganti rugi sebesar Rp39,9 juta dalam kasus kehilangan bagasi penumpang memiliki 

implikasi penting terhadap praktik pengangkutan udara di Indonesia. (Saputra, 2023) 

Implikasi tersebut dapat dilihat dari dua aspek utama, yakni standar kompensasi dan 

kewajiban penyampaian informasi oleh maskapai penerbangan. 

Dari sisi standar kompensasi, putusan ini memperluas tanggung jawab maskapai di 

luar ketentuan limitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 

Tahun 2011. Regulasi tersebut hanya menetapkan ganti rugi maksimal Rp4.000.000 untuk 

kehilangan bagasi tercatat, namun majelis hakim memutuskan jumlah yang jauh lebih 

tinggi dengan mempertimbangkan kerugian materiil dan immateriil. Implikasi dari hal ini 

adalah terbukanya kemungkinan bahwa standar kompensasi dalam praktik pengangkutan 

udara tidak lagi semata-mata merujuk pada aturan administratif, tetapi juga harus 

memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kerugian nyata yang dialami 

penumpang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

Dari aspek kewajiban penyampaian informasi, putusan ini menegaskan bahwa 

maskapai tidak cukup hanya menyediakan aturan tertulis mengenai tanggung jawab 

bagasi, tetapi juga harus membuktikan bahwa informasi tersebut telah disampaikan dengan 

benar, jelas, dan jujur kepada penumpang. Ketidakjelasan atau kelalaian dalam 

memberikan informasi dapat berimplikasi pada perluasan tanggung jawab hukum 

maskapai. Hal ini mendorong maskapai untuk lebih transparan dalam menyampaikan 

syarat dan ketentuan pengangkutan, termasuk risiko kehilangan bagasi, batas tanggung 

jawab, dan prosedur klaim. 

Implikasi lebih lanjut dari putusan PN Padang ini adalah peningkatan standar 

perlindungan konsumen di sektor penerbangan. Maskapai penerbangan dituntut untuk 

memperbaiki sistem penanganan bagasi, meningkatkan pelayanan informasi, dan lebih 

berhati-hati dalam menangani klaim ganti rugi. Bagi penumpang, putusan ini memperkuat 

posisi tawar karena menunjukkan bahwa jalur hukum dapat memberikan kompensasi yang 

lebih adil dibanding batas regulasi sektoral. 

Dengan demikian, putusan PN Padang bukan hanya menyelesaikan sengketa 

individual, tetapi juga memberikan dampak normatif terhadap praktik pengangkutan 

udara di Indonesia. Putusan ini memperlihatkan adanya dinamika antara aturan sektoral 

dan prinsip perlindungan konsumen, serta membuka ruang bagi pembentukan standar 

pelayanan yang lebih adil dan transparan di masa depan. 

Simpulan 

Kewajiban ganti rugi maskapai penerbangan terhadap kehilangan bagasi pada 

dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. 

Regulasi ini memberikan standar minimal kompensasi, yakni Rp200.000 per kilogram 

dengan batas maksimal Rp4.000.000. Namun, ketentuan tersebut bersifat administratif dan 

sering kali tidak mencerminkan kerugian riil yang dialami penumpang. 
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         Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam kasus kehilangan koper penumpang Lion 

Air memperluas tanggung jawab maskapai dengan menetapkan ganti rugi sebesar Rp39,9 

juta. Putusan ini menegaskan bahwa aturan teknis tidak dapat mengesampingkan prinsip 

perlindungan konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

Hakim menilai kompensasi harus diberikan secara adil, proporsional, dan mencakup 

kerugian materiil maupun immateriil. 

         Implikasi dari putusan tersebut adalah meningkatnya standar perlindungan 

konsumen di sektor penerbangan. Selain memperkuat posisi tawar penumpang, putusan 

ini juga mendorong maskapai untuk lebih bertanggung jawab, transparan, serta 

meningkatkan kualitas layanan dalam menangani bagasi penumpang. Dengan demikian, 

perlindungan hukum bagi konsumen jasa penerbangan semakin ditekankan pada aspek 

keadilan substantif, bukan sekadar kepastian administratif. 
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